MUSYTARI

ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi

Vol 18 No 12 Tahun 2025

Prefix DOI: 10.8734/mnmae.v1i2.359

IMPLIKASI KENAIKAN TARIF PPN 12% BAGI PRAKTIK MANAJEMEN PERPAJAKAN: STUDI
KUALITATIF PADA SEKTOR BISNIS INDONESIA

Dhea Tamara', Nety MutiaraniZ, Annada Nisaul Jannah3, Gina Sakinah*

1,2,3,4UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: dheatamara130905@gmail.com

Abstrak
Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11%
menjadi 12% pada tahun 2025 merupakan salah satu langkah
strategis pemerintah Indonesia dalam memperkuat penerimaan
negara dan mencapai konsolidasi fiskal yang berkelanjutan.
Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan tax ratio
Indonesia yang masih relatif rendah dibandingkan negara-negara
berkembang lainnya, tetapi juga untuk mempersiapkan fondasi
fiskal yang kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi globalyang
semakin kompleks. Namun, implementasi kebijakan ini memberikan
implikasi yang sangat kompleks dan multidimensional terhadap
berbagai sektor ekonomi, dunia usaha dari skala mikro hingga
makro, serta praktik manajemen perpajakan yang harus
beradaptasi dengan perubahan regulasi tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam
dampak kenaikan tarif PPN terhadap konsumsi masyarakat, tingkat
inflasi nasional, iklim investasi, serta penerimaan negara dalam
konteks jangka pendek dan jangka panjang. Fokus utama penelitian
ini adalah pada respons manajerial yang diperlukan untuk
mengatasi berbagai tantangan yang muncul, termasuk strategi
adaptasi yang dapat diterapkan oleh berbagai stakeholder terkait.
Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif
berbasis studi literatur komprehensif dengan analisis kritis terhadap
berbagai sumber data sekunder yang relevan.
Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini secara
teoritis mampu meningkatkan penerimaan negara secara signifikan
dengan estimasi tambahan Rp60-70 triliun per tahun, terdapat
konsekuensi yang tidak dapat diabaikan terhadap daya beli
masyarakat, kestabilan harga barang dan jasa, serta
keberlangsungan usaha, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian
Indonesia. Dampak regresif dari PPN berpotensi meningkatkan
ketimpangan ekonomi dan memberikan tekanan yang tidak
proporsional terhadap masyarakat berpenghasilanrendah.
Oleh karena itu, strategi komprehensif seperti perencanaan pajak
yang efektif dan terstruktur, percepatan digitalisasi sistem
perpajakan nasional, intensifikasi program edukasi perpajakan
untuk meningkatkan literasi pajak masyarakat, implementasi
kebijakan perlindungan khusus terhadap UMKM, serta penguatan
sistem pengawasan berbasis risiko menjadi krusial untuk
memastikan keberhasilan kebijakan ini secara berkelanjutan tanpa

mengorbankan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
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ABSTRACT
The policy of increasing the Value Added Tax (VAT) rate from 11%
to 12% by 2025 is one of the strategic steps of the Indonesian
government in strengthening state revenue and achieving
sustainable fiscal consolidation. This policy not only aims to
increase Indonesia's tax ratio, which is still relatively low compared
to other developing countries, but also to prepare a strong fiscal
foundation in the face of increasingly complex global economic
challenges. However, the implementation of this policy has very
complex and multidimensional implications for various economic
sectors, the business world from micro to macro scales, as well as
tax management practices that must adapt to these regulatory
changes.
This study aims to analyze in depth the impact of the increase in
VAT rates on public consumption, national inflation rates,
investment climate, and state revenues in the context of short and
long term. The main focus of this research is on the managerial
responses needed to address the various challenges that arise,
including adaptation strategies that can be implemented by various
relevant stakeholders. The method used is a qualitative-
descriptive approach based on a comprehensive literature study
with a critical analysis of various relevant secondary data sources.
The results of the study show that although this policy is
theoretically able to significantly increase state revenue with an
additional estimate of Rp60-70 trillion per vyear, there are
consequences that cannot be ignored on people’s purchasing power,
the stability of the prices of goods and services, and business
sustainability, especially in the Micro, Small, and Medium
Enterprises (MSMEs) sector which is the backbone of the Indonesian
economy. The regressive impact of VAT has the potential to
increase economic inequality and put disproportionate pressure on
low-income communities.
Therefore, comprehensive strategies such as effective and
structured tax planning, accelerating the digitalization of the
national tax system, intensifying tax education programs to
increase public tax literacy, implementing special protection
policies for MSMEs, and strengthening risk-based supervision
systems are crucial to ensure the success of these policies in a
sustainable manner without sacrificing economic stability and
community welfare.
Keywords: 12% VAT, tax management, fiscal policy, tax planning,
MSMEs, inflation, purchasing power, tax digitalization
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1. Pendahuluan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu komponen utama dalam sistem
perpajakan Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.
Sebagai pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, PPN memiliki
karakteristik khas yang menjadikannya relatif efisien dalam pengumpulan, mudah dalam
administrasi, dan stabil dalam kontribusinya terhadap pendapatan negara. Dalam struktur
Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (APBN), PPN menyumbang sekitar 35 hingga 40 persen
dari total penerimaan pajak, menjadikannyainstrumen fiskal yang sangat vital dalam menopang
pembiayaan pembangunan nasional.

Sebagai bagian dari reformasi perpajakan yang menyeluruh, pemerintah Indonesia melalui
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 telah
menetapkan kebijakan kenaikan bertahap tarif PPN. Dimulai dari 10 persen pada tahun 2021,
tarif ini naik menjadi 11 persen pada 2022 dan direncanakan akan meningkat lagi menjadi 12
persen mulai tahun 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi fiskal jangka menengah
yang bertujuan untuk memperbaiki tax ratio Indonesia yang masih berada pada kisaran 10-11
persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah rata-rata negara anggota OECD
yang mencapai 25-30 persen. Selain itu, langkah ini juga diharapkan mampu mengurangi defisit
anggaran yang selama beberapa tahun terakhir mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19
dan gejolak ekonomi global, serta memperluas ruang fiskal untuk membiayai sektor-sektor
strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial.

Namun demikian, kebijakan ini diambil pada saat Indonesia tengah menghadapi situasi
ekonomi makro yang kompleks. Pemulihan ekonomi pasca pandemi masih berlangsung,
sementara tekanan inflasi global akibat ketegangan geopolitik dan volatilitas harga komoditas
memberikan tantangan tambahan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dalam kondisi seperti
ini, kenaikan tarif PPN memiliki konsekuensi yang tidak dapat diabaikan, baik terhadap
konsumsi rumah tangga maupun terhadap iklim usaha nasional.

Secara teoritis, PPN termasuk pajak yang bersifat regresif, karena persentase beban yang
ditanggung oleh masyarakat berpenghasilan rendah cenderung lebih besar dibandingkan
kelompok berpenghasilan tinggi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap penurunan daya
beli masyarakat kecil dan potensi peningkatan kesenjangan ekonomi jika tidak disertai dengan
kebijakan kompensasi atau redistribusi yang tepat sasaran. Di sisi lain, dampak inflasi jangka
pendek sebagai akibat dari kenaikan harga barang dan jasa juga berisiko menekan konsumsi
domestik, terutama terhadap barang-barang kebutuhan pokok yang memiliki elastisitas harga
yang rendah.

Dari sudut pandang dunia usaha, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM), kenaikan tarif PPN dapat berdampak pada meningkatnya beban administrasi dan biaya
kepatuhan. Banyak pelaku usaha kecil yang masih bergantung pada sistem manual dalam
pencatatan dan pelaporan pajak, sehingga perubahan kebijakan fiskal ini dapat mengganggu
efisiensi operasional dan menurunkan daya saing mereka di pasar. Oleh karena itu, keberhasilan
implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada efektivitas dukungan teknis, kesiapan
sistem administrasi perpajakan, serta mekanisme perlindungan sosial yang dirancang untuk
mengurangi beban terhadap kelompok rentan.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, kajian terhadap dampak kenaikan
PPN menjadi sangat penting untuk dilakukan, khususnya dalam konteks manajemen perpajakan
yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga pada stabilitas
ekonomi dankeadilan sosial. Pendekatan kebijakan yang komprehensif dan berbasis data sangat
diperlukan agar reformasi fiskal yang dilaksanakan dapat berjalan seimbang, berkelanjutan,
dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
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Oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau kebijakan ini dari perspektif manajemen
perpajakan yang komprehensif untuk memahami bagaimana strategi yang tepat dapat
diterapkan guna meminimalkan distorsi ekonomi yang timbul sambil memaksimalkan manfaat
dari peningkatan penerimaan negara. Penelitian ini berusaha untuk memberikan analisis yang
mendalam dan rekomendasi yang praktis bagi berbagai stakeholder terkait, mulai dan
pemerintah sebagai pembuat kebijakan, pelaku usaha sebagai subjek pajak, hingga masyarakat
sebagai konsumen akhir yang akan merasakan dampak langsung dari kebijakan ini.

2. Tinjauan Literatur
2.1 Teori Perpajakan dan PPN

Menurut teori perpajakan klasik yang dikembangkan oleh Musgrave & Musgrave (1989),
pajak memiliki tiga fungsi utama: fungsi alokasi untuk mengalokasikan sumber daya secara
efisien, fungsi distribusi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, dan fungsi stabilisasi
untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Dalam konteks PPN, fungsi yang paling dominan
adalah fungsi alokasi dan stabilisasi, meskipun dampak distribusinya juga tidak dapat diabaikan.
PPN sebagai pajak tidak langsung memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak langsung
seperti pajak penghasilan. Tait (1988) dalam studinya tentang praktik PPN internasional
menjelaskan bahwa PPN memiliki keunggulan dalam hal efisiensi administrasi, kemudahan
pengumpulan, serta potensi penerimaan yang relatif stabil. Namun, di sisi lain, PPN juga
memiliki kelemahan dalam hal sifatnya yang regresif, yang dapat berdampak negatif pada
distribusi pendapatan.

2.2 Dampak Ekonomi Makro PPN

Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa perubahan tarif PPN memiliki dampak yang
signifikan terhadap variabel-variabel ekonomi makro. Samuelson & Nordhaus (2015) dalam
analisis mereka tentang kebijakan fiskal menjelaskan bahwa kenaikan pajak konsumsi seperti
PPN dapat berdampak pada penurunan konsumsi agregat dalam jangka pendek, meskipun
dampak jangka panjangnya tergantung pada bagaimana penerimaan tambahan tersebut
digunakan oleh pemerintah.

Dalam konteks inflasi, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kenaikan PPN
memiliki dampak langsung terhadap tingkat harga umum. Mekanisme transmisi ini terjadi
melalui peningkatan biaya produksi dan distribusi yang kemudian diteruskan kepada konsumen
akhir dalam bentuk harga yang lebih tinggi.

2.3 Manajemen Perpajakan dan Kepatuhan

Bird & Zolt (2003) dalam penelitian mereka tentang desain kebijakan pajak menekankan
pentingnya aspek manajemen perpajakan dalam memastikan efektivitas implementasi
kebijakan pajak. Mereka mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang mempengaruhi
keberhasilan implementasi kebijakan pajak, termasuk kualitas administrasi pajak, tingkat
kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum.

Dalam konteks kepatuhan pajak, Feld & Frey (2007) mengembangkan konsep "kontrak
psikologis pajak” yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh
faktor-faktor ekonomi seperti tarif pajak dan sanksi, tetapi juga oleh faktor-faktor psikologis
dan sosial seperti persepsi terhadap keadilan sistem pajak dan kualitas pelayanan publik.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi
pustaka yang komprehensif. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk
menganalisis fenomena kebijakan publik yang kompleks dan multidimensional seperti kenaikan
tarif PPN. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam
berbagai aspek dan nuansa dari dampak kebijakan ini terhadap berbagai stakeholder.
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Sumber data dalam penelitian ini meliputi berbagai jenis literatur yang relevan, antara lain:

1. Jurnal Akademik: Artikel-artikel dari jurnal nasional dan internasional yang membahas
tentang kebijakan perpajakan, dampak ekonomi PPN, dan manajemen perpajakan.
Pencarian dilakukan melalui database akademik seperti Google Scholar, ResearchGate,
dan portal jurnal nasional.

2. Laporan Pemerintah: Dokumen resmi dari berbagai institusi pemerintah, termasuk
Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Pajak (DJP),
dan Bank Indonesia. Laporan-laporan ini memberikan data empiris dan proyeksi resmi
mengenai dampak kebijakan.

3. Referensi Teori: Buku-buku teks dan referensi klasik dalam bidang perpajakan dan
ekonomi makro yang memberikan landasan teoretis untuk analisis. Ini termasuk karya -
karya dari ekonom terkemuka seperti Mankiw, Samuelson, Musgrave, dan lainnya.

4. Studi Komparatif: Penelitian dan laporan mengenai implementasi kebijakan serupa di
negara-negara lain, yang dapat memberikan wawasan mengenai best practices dan
lessons learned.

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis:

1. Reduksi Data: Tahap pertama melibatkan identifikasi dan seleksi sumber data
berdasarkan relevansi dengan topik penelitian. Data yang tidak relevan atau tidak
credible akan dieliminasi untuk memastikan kualitas analisis.

2. Kategorisasi Data: Data yang telah direduksi kemudian dikategorikan ke dalam tema-
tema utama, yaitu dampak ekonomi, tantangan implementasi, dan strategi manajemen
perpajakan. Setiap kategori kemudian dipecah lagi menjadi sub-temayang lebih spesifik.

3. Analisis Teoretik: Pada tahap ini, data empiris dikaitkan dengan teori-teori yang relevan
untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme dan
dinamika yang terjadi. Analisis dilakukan secara kritis untuk mengidentifikasi konsistensi
dan inkonsistensi antara teori dan praktik.

4. Sintesis dan Interpretasi: Data dan analisis dari berbagai sumber kemudian disintesis
untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai dampak kebijakan
kenaikan PPN. Interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan konteks spesifik
Indonesia.

5. Penarikan Kesimpulan dan Rekomendasi: Berdasarkan hasil analisis dan sintesis,
penelitian ini menghasilkan kesimpulan mengenai dampak kebijakan dan rekomendasi
strategis untuk berbagai stakeholder.

4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Dampak Kenaikan Tarif PPN 12%
4.1.1 Dampak terhadap Konsumsi dan Daya Beli Masyarakat

PPN merupakan pajak atas konsumsiyang memiliki karakteristik unik dalam hal transmisi
dampaknya terhadap perekonomian. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% akan langsung
berimplikasi pada peningkatan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat.
Berdasarkan teori pajak regresif yang dikembangkan oleh Mankiw (2018), PPN memberikan
beban proporsionalyang lebih besar terhadap masyarakat berpendapatan rendah dibandingkan
dengan masyarakat berpendapatan tinggi.

Mekanisme ini terjadi karena masyarakat berpendapatan rendah cenderung
mengalokasikan proporsi yang lebih besar dari pendapatan mereka untuk konsumsi, sedangkan
masyarakat berpendapatan tinggi memiliki proporsisaving yang lebih besar. Dengan demikian,
kenaikan PPN akan memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap beban ekonomiyang
harus ditanggung oleh berbagai kelompok masyarakat.
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Data dari Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga
menyumbang sekitar 54% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Angka ini
menunjukkan betapa pentingnya peran konsumsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
nasional. Penurunan daya beli akibat kenaikan PPN diperkirakan akan berdampak signifikan
pada konsumsi rumah tangga, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
secara keseluruhan.

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa dampak terhadap konsumsi tidak akan
terdistribusi secara merata di seluruh sektor ekonomi. Konsumsi untuk barang-barang
kebutuhan pokok yang bersifat inelastis terhadap harga akan mengalami penurunan yang relatif
kecil, namun tetap akan memberikan beban tambahan bagi konsumen. Sebaliknya, konsumsi
untuk barang-barang mewah atau barang-barang yang bersifat elastis terhadap harga akan
mengalami penurunan yang lebih signifikan.

Dampak ini juga akan bervariasi antar kelompok demografis. Keluarga dengan
tanggungan yang banyak, terutama keluarga muda dengan anak-anak, akan merasakan dampak
yang lebih besar karena proporsi konsumsi mereka terhadap kebutuhan pokok relatif lebih
tinggi. Demikian pula dengan kelompok masyarakat lanjut usia yang memiliki pendapatan tetap
terbatas.

4.1.2 Dampak terhadap Inflasi dan Stabilitas Ekonomi Makro

Kenaikan tarif PPN memiliki dampak langsung terhadap tingkat inflasi melalui mekanisme
cost-push inflation. Bank Indonesia (2024) dalam laporannya mencatat bahwa setiap kenaikan
1% tarif PPN berkontribusi terhadap inflasi sebesar 0,3-0,5% dalam jangka pendek. Angka ini
menunjukkan bahwa kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% berpotensi meningkatkan inflasi
sekitar 0,3-0,5 poin persentase.

Dampak inflasi ini tidak hanya terbatas pada periode implementasi kebijakan, tetapi

juga dapat memiliki efek berkelanjutan melalui mekanisme ekspektasiinflasi. Jika masyarakat
dan pelaku usaha mengantisipasi inflasi yang lebih tinggi di masa depan, hal ini dapat memicu
spiral inflasi yang lebih luas melalui penyesuaianupah dan harga.
Inflasi yang tidak terkendali dapat berdampak negatif pada berbagai aspek ekonomi makro.
Pertama, inflasi menurunkan nilai riil pendapatan masyarakat, terutama bagi mereka yang
memiliki pendapatan tetap. Kedua, inflasi dapat mengganggu perencanaan investasi jangka
panjang karena ketidakpastian mengenai tingkat pengembalian riil investasi. Ketiga, inflasi
yang tinggi dapat mempengaruhi daya saing ekspor Indonesiadi pasarinternasional.

Dari perspektif kebijakan moneter, kenaikan inflasi akibat PPN dapat mempengaruhi
stance kebijakan Bank Indonesia. Jika inflasi melampaui target yang diteta pkan, Bank Indonesia
mungkin perlu menaikkan suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas harga. Namun, kebijakan
ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan biaya modal.
Stabilitas ekonomi makro juga dapat terganggu melalui dampak pada neraca perdagangan. Jika
kenaikan PPN menyebabkan peningkatan harga produk domestik secara signifikan, halini dapat
mengurangi daya saing produk ekspor Indonesia dan meningkatkan daya tarik produk impor.
Dalam jangka panjang, halini dapat berdampak pada defisit neraca perdagangan.

4.1.3 Dampak terhadap Dunia Usaha dan Sektor UMKM

Dampak kenaikan PPN terhadap dunia usaha sangat beragam tergantung pada
karakteristik sektor, skala usaha, dan posisi dalam rantai nilai. Bagi perusahaan besar yang
telah memiliki sistem perpajakan yang terintegrasi dan sumber daya yang memadai, dampak
utama adalah pada aspek cash flow dan strategic planning. Namun, bagi UMKM, dampak
tersebut dapat jauh lebih kompleks dan menantang.

Pelaku usaha, khususnya UMKM dan sektor informal, menghadapi tekanan ganda dari
peningkatan biaya input dan penurunan permintaan. Peningkatan biaya input terjadi karena
supplier mereka akan menaikkan harga untuk mengkompensasi kenaikan PPN. Di sisi lain,
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penurunan daya beli masyarakat akan mengurangi permintaan terhadap produk dan jasa yang
mereka tawarkan.

Data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa banyak
UMKM belum sepenuhnya terdigitalisasi dalam sistem perpajakan mereka. Halini menyebabkan
mereka tidak siap secara sistemik dalam menghadapi beban administrasi tambahan yang
mungkin timbul dari perubahan tarif PPN. Ketidaksiapan ini dapat berdampak pada peningkatan
biaya kepatuhan dan risiko non-compliance.

Sektor UMKM juga menghadapi tantangan dalam hal akses terhadap informasi dan
bantuan teknis mengenai perubahan regulasi perpajakan. Tidak seperti perusahaan besar yang
memiliki divisi perpajakan atau dapat menyewa konsultan pajak, UMKM seringkali harus
mengandalkan sumber daya internalyang terbatas untuk memahami dan mengimplementasikan
perubahan regulasi.

Dampak pada sektor UMKM juga dapat bervariasi antar jenis usaha. UMKM yang bergerak
di sektor perdagangan eceran mungkin lebih mudah meneruskan kenaikan PPN kepada
konsumen, meskipun dengan risiko penurunan volume penjualan. Sebaliknya, UMKM yang
bergerak di sektor manufaktur atau jasa B2B mungkin menghadapi tekanan margin yang lebih
besar karena kesulitan dalam meneruskan kenaikan biaya kepada pelanggan.

4.1.4 Dampak terhadap Penerimaan Negara dan Efektivitas Fiskal

Dari perspektif penerimaan negara, kenaikan tarif PPN 12% diproyeksikan akan
memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan perpajakan. Kementerian Keuangan R
(2024) memperkirakan tambahan penerimaan sebesar Rp60-70 triliun per tahun dari kenaikan
PPN sebesar 1 poin persentase. Angka ini menunjukkan potensi yang sangat besar untuk
memperkuat posisifiskal pemerintah.

Namun, realisasi penerimaan tersebut bergantung pada berbagai faktor yang kompleks.
Faktor pertama adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika kenaikan tarif PPN menyebabkan
peningkatan praktik penghindaran pajak atau bahkan penggelapan pajak, maka penerimaan
aktual dapat lebih rendah dari proyeksi. Faktor kedua adalah efektivitas sistem pengawasan
dan penegakan hukum. Sistem yang lemah dapat memberikan celah bagi wajib pajak untuk
menghindari kewajiban perpajakan mereka.

Faktor ketiga adalah dampak ekonomi makro dari kebijakan ini. Jika kenaikan PPN
menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan, maka basis pajak secara
keseluruhan dapat mengalami penurunan. Dalam skenario ini, peningkatan tarif mungkin tidak
sepenuhnya diterjemahkan menjadi peningkatan penerimaan yang proporsional.

Efektivitas fiskal juga perlu dievaluasi tidak hanya dari segi kuantitas penerimaan, tetapi
juga dari segi kualitas dan sustainability. Kebijakan perpajakan yang optimal adalah yang dapat
meningkatkan penerimaan secara berkelanjutan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi
jangka panjang atau menciptakan distorsiyang signifikan dalam alokasi sumber daya.

4.2 Analisis Dampak Sektoral
4.2.1 Sektor Perdagangan dan Distribusi

Sektor perdagangan dan distribusi akan mengalami dampak yang signifikan dari kenaikan
PPN 12%. Sebagai sektor yang berperan sebagai penghubung antara produsen dan konsumen
akhir, sektor ini akan menghadapi tekanan dari dua sisi: peningkatan harga pembelian dari
supplier dan penurunan daya beli konsumen.

Margin keuntungan dalam sektor perdagangan umumnya relatif tipis, sehingga
peningkatan beban pajak dapat berdampak signifikan pada profitabilitas. Pelaku usaha di sektor
ini akan dihadapkan pada pilihan yang sulit: meneruskan kenaikan harga kepada konsumen
dengan risiko penurunan volume penjualan, atau menyerap kenaikan biaya dengan konsekuensi
penurunan margin keuntungan.
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4.2.2 Sektor Manufaktur

Sektor manufaktur akan menghadapi dampak yang kompleks karena posisinya dalam
rantai nilai yang panjang. Sebagai pembeli input dan penjual output, sektor manufaktur akan
mengalami peningkatan biaya produksi melalui kenaikan harga bahan baku dan komponen, serta
harus menyesuaikan harga jual produk mereka.

Dampak pada daya saing produk manufaktur Indonesia di pasar internasional juga perlu
diperhatikan. Jika kenaikan PPN menyebabkan peningkatan harga produk manufaktur secara
signifikan, hal ini dapat mengurangi daya saing ekspor Indonesia dan meningkatkan penetrasi
produk impor di pasar domestik.

4.2.3 Sektor Jasa

Sektor jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor barang dalam hal dampak
PPN. Banyak jenis jasa yang konsumsinya tidak dapat ditunda atau diganti, sehingga dampak
pada volume mungkin relatif terbatas. Namun, untuk jasa-jasa yang bersifat luxury atau
discretionary, dampak penurunan permintaan dapat lebih signifikan.

Sektor jasa juga umumnya memiliki komponen tenaga kerja yang lebih besar
dibandingkan dengansektor barang. Halini berarti dampak kenaikan PPN pada sektor jasa dapat
lebih langsung mempengaruhi kesempatan kerja dan tingkat upah.

4.3 Tantangan Implementasi Kebijakan Kenaikan PPN
4.3.1 Resistensi Sosial dan Penerimaan Publik

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kenaikan PPN adalah resistensi sosial
yang mungkin timbul dari masyarakat. PPN memiliki dampak langsung dan terasa pada
kehidupan sehari-hari masyarakat, berbeda dengan pajak penghasilan yang dampaknya mungkin
tidak langsung terasa oleh sebagian besar masyarakat.

Resistensi ini dapat semakin menguat jika implementasi kebijakan tidak dibarengi
dengan komunikasi publik yang efektif. Masyarakat perlu memahamirasional di balik kebijakan
ini, bagaimana penerimaan tambahan akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik, dan apa saja langkah-langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi
dampak negatif.

Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Musgrave & Musgrave (1989), resistensi
terhadap kebijakan pajak dapat diminimalkan jika masyarakat merasakan manfaat langsung
dari peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, transparansi dalam penggunaan
penerimaan pajak menjadi kunci untuk mengurangi resistensi sosial.

4.3.2 Tekanan Khusus terhadap Sektor UMKM

Sektor UMKM menghadapi tantangan khusus dalam menghadapi kenaikan PPN karena
beberapa faktor struktural. Pertama, UMKM umumnya memiliki margin keuntungan yang tipis,
sehingga peningkatan beban pajak dapat berdampak signifikan pada kelangsungan usaha.
Kedua, UMKM seringkali memiliki keterbatasan akses terhadap modal kerja, sehingga
peningkatan kebutuhan cash flow dapat menimbulkan tekanan likuiditas.

Ketiga, UMKM umumnya memiliki kapasitas administrasi yang terbatas untuk menangani
kompleksitas perubahan regulasi perpajakan. Halini dapat meningkatkan risiko non-compliance
dan potensi sanksi.

Kenaikan harga input akibat PPN dapat menekan margin keuntungan UMKM tanpa
mekanisme insentif fiskal yang memadai. Dalam kondisi ekonomi yang masih dalam tahap
pemulihan, tekanan tambahan ini dapat mengancam kelangsungan hidup banyak UMKM yang
menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan penyedia lapangan kerja terbesar.

Data menunjukkan bahwa UMKM menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja di
Indonesia dan berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB. Oleh karena itu, dampak negatif
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terhadap sektor UMKM dapat memiliki multiplier effect yang signifikan terhadap perekonomian
secara keseluruhan.
4.3.3 Keterbatasan Infrastruktur Pelaporan dan Digitalisasi

Salah satu tantangan teknis yang signifikan dalam implementasi kenaikan PPN adalah
keterbatasan infrastruktur pelaporan perpajakan, terutama di tingkat UMKM dan sektor
informal. Banyak pelaku usaha belum siap dalam hal digitalisasi pelaporan dan sistem
kepatuhan perpajakan yang terintegrasi.

Mardiasmo (2018) dalam analisisnya mengenai sistem perpajakan Indonesia
mengidentifikasi bahwa gap antara regulasi yang semakin modern dengan kapasitas
implementasi di lapangan menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat efektivitas
kebijakan perpajakan. Ketidaksiapan infrastruktur teknologi informasi, baik di sisi wajib pajak
maupun di sisi administrasi pajak, dapat menimbulkan berbagai masalah dalam implementasi.
Masalah ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga meliputi aspek sumber daya
manusia. Banyak pelaku usaha, terutama UMKM, yang belum memiliki pemahaman yang
memadai mengenai penggunaan sistem elektronik untuk pelaporan pajak. Hal ini dapat
meningkatkan biaya kepatuhan dan risiko kesalahan dalam pelaporan.

Di sisi administrasi pajak, kapasitas sistem untuk menangani volume transaksi yang
meningkat juga perlu diperhatikan. Kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan jumlah transaksi
yang harus diproses oleh sistem, sehingga memerlukan peningkatan kapasitas infrastruktur
teknologiinformasi.

4.3.4 Tantangan Kepatuhan dan Pengawasan

Kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan insentif untuk melakukan penghindaran dan
penggelapan pajak. Semakin tinggi tarif pajak, semakin besar potensi keuntungan dari praktik-
praktik tersebut. Hal ini menimbulkan tantangan bagi sistem pengawasan dan penegakan hukum
perpajakan.

Sistem pengawasan berbasis risiko yang saat ini dikembangkan oleh Direktorat Jenderal
Pajak belum merata implementasinya di seluruh wilayah Indonesia. Keterbatasan sumber daya
manusia dan infrastruktur teknologi di daerah-daerah tertentu dapat menciptakan celah untuk
praktik penghindaran pajak.

Tantangan lain adalah koordinasi antara berbagai instansi terkait dalam pengawasan
kepatuhan pajak. Efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada kapasitas Direktorat
Jenderal Pajak, tetapi juga pada kerjasama dengan instansilain seperti kepolisian, kejaksaan,
dan lembaga keuangan.

4.3.5 Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi Perpajakan

Tanpa program sosialisasi dan edukasi yang efektif, resistensi terhadap kebijakan
kenaikan PPN akan terus berkembang. Feld & Frey (2007) dalam penelitian mereka mengenai
kepatuhan pajak menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial dalam mempengaruhi
perilaku wajib pajak.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat pajak dapat
menimbulkan persepsi negatif terhadap kebijakan perpajakan. Halini dapat berdampak pada
penurunan tingkat kepatuhan sukarela dan meningkatkan biaya administrasi perpajakan.

Program edukasi perpajakan juga perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan
berbagai kelompok masyarakat. Pendekatan yang berbeda diperlukan untuk menyampaikan
informasi kepada pelaku usaha besar, UMKM, dan masyarakat umum sebagai konsumen.
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4.4 Strategi Manajemen Perpajakan untuk Merespons Kenaikan Tarif PPN
4.4.1 Perencanaan Pajak (Tax Planning) yang Komprehensif

Strategi perencanaan pajak menjadi semakin penting dalam konteks kenaikan tarif PPN.
Perencanaan pajak yang efektif tidak hanya fokus pada aspek minimisasi beban pajak, tetapi
juga pada optimalisasi cash flow dan manajemen risiko kepatuhan.

Optimalisasi pajak masukan menjadi salah satu fokus utama dalam perencanaan pajak
PPN. Pelaku usaha perlu memastikan bahwa semua pajak masukan yang dapat dikreditkan telah
dicatat dan dilaporkan dengan benar. Hal ini memerlukan sistem pencatatan dan dokumentasi
yang baik, serta pemahaman yang mendalam mengenai regulasi perpajakan yang berlaku.

Pengelolaan kas yang efisien juga menjadi aspek penting dalam perencanaan pajak.
Kenaikan tarif PPN dapat mempengaruhi pola cash flow perusahaan, terutama bagi perusahaan
yang memiliki siklus bisnis yang panjang atau seasonal. Strategi seperti timing adjustment untuk
pembelian dan penjualan dapat membantu mengoptimalkan posisi kas perusahaan.

Penyesuaian waktu transaksi juga dapat menjadi strategi yang efektif. Pelaku usaha
dapat mempertimbangkan untuk melakukan akselerasi atau penundaan transaksi tertentu untuk
mengoptimalkan posisi pajak mereka. Namun, strategi ini harus dilakukan dengan hati-hati
untuk menghindari konflik dengan prinsip bisnis yang sehat.

Pelaku usaha, terutama yang berskala besar, perlu mempertimbangkan untuk
menggunakan jasa konsultan pajak professional dalam merancang struktur transaksi dan sistem
pembukuan yang optimal. Konsultan pajak dapat membantu mengidentifikasi peluang
optimisasi yang mungkin tidak terlihat oleh manajemen internal, serta memastikan bahwa
semua strategi yang diterapkan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku (Soemitro,
2005).

4.4.2 Digitalisasi Sistem Pelaporan dan Administrasi Perpajakan

Percepatan digitalisasi sistem perpajakan menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi
dan akurasi dalam administrasi pajak. Pemerintah perlu mempercepat adopsi dan implementasi
sistem e-Faktur yang terintegrasi dengan berbagai platform bisnis yang digunakan oleh pelaku
usaha.

Implementasi sistem akuntansi digital berbasis cloud dapat memberikan berbagai
keuntungan, termasuk kemudahan akses, backup data otomatis, dan integrasi dengan sistem
perpajakan elektronik. Hal ini sangat penting bagi UMKM yang seringkali memiliki keterbatasan
infrastruktur teknologi informasi internal.

Di tingkat perusahaan, pengembangan corporate tax dashboard dapat sangat membantu
dalam monitoring dan pelaporan perpajakan yang akurat dan real-time. Dashboard ini dapat
mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk sistem akuntansi, sistem inventori, dan
sistem penjualan, untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi pajak
perusahaan.

Digitalisasi juga dapat membantu dalam aspek compliance monitoring. Sistem digital
dapat memberikan alert otomatis untuk berbagai kewajiban perpajakan, mengurangi risiko
keterlambatan pelaporan ataupembayaran. Halini sangat penting mengingat sanksi perpajakan
yang semakin ketat.

4.4.3 Intensifikasi Program Edukasi Perpajakan

Program edukasi perpajakan yang komprehensif dan berkelanjutan menjadi kunci untuk
meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.
Program ini perlu dirancang dengan pendekatan multi-channel dan multi-stakeholder untuk
mencapai efektivitas yang optimal.

Program pelatihan khusus untuk pelaku usaha, terutama UMKM, perlu dilakukan secara
intensif dan berkelanjutan. Pelatihan ini tidak hanya fokus pada aspek teknis perpajakan, tetapi
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juga pada manfaat jangka panjang dari kepatuhan perpajakan, termasuk akses yang lebih baik
terhadap pembiayaan dan program pemerintah.

Pendampingan teknis juga perlu disediakan, terutama untuk UMKM yang baru pertama
kali berhadapan dengan kewajiban perpajakan yang lebih kompleks. Pendampingan ini dapat
dilakukan melalui berbagai channel, termasuk tax center di perguruan tinggi, kantor pelayanan
pajak, dan platform digital.

Sosialisasi masif melalui berbagai media, termasuk media sosial, televisi, radio, dan
media cetak, perlu dilakukan untuk meningkatkan awareness masyarakat umum mengenai
perubahan kebijakan perpajakan. Sosialisasi ini perlu menekankan pada aspek manfaat dan
penggunaan penerimaan pajak untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Program edukasi juga perlu melibatkan berbagai stakeholder, termasuk organisasi
profesi, asosiasi bisnis, dan lembaga pendidikan. Kolaborasi ini dapat membantu memperluas
jangkauan dan meningkatkan efektivitas program edukasi (Bird & Zolt, 2003).

4.4.4 Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus untuk UMKM

Mengingat potensi dampak yang signifikan terhadap sektor UMKM, pemerintah perlu
mempertimbangkan implementasi berbagai kebijakan perlindungan khusus. Kebijakan ini dapat
mencakup berbagai instrumen, mulai dari insentif fiskal hingga program pendampingan.

Penetapan skema PPN final atau tarif khusus bagi UMKM dapat menjadi salah satu opsi
untuk mengurangi beban administrasidan memberikan kepastian mengenai besaran kewajiban
pajak. Skema ini dapat dirancang dengan mempertimbangkan skala usaha, jenis usaha, dan
kemampuan administrasi UMKM.

Kenaikan ambang batas Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga dapat dipertimbangkan untuk
memberikan relief bagi UMKM yang masih dalam tahap pengembangan. Halini dapat membantu
UMKM untuk fokus pada pengembangan bisnis tanpa terbebani oleh kompleksitas administrasi
perpajakan yang berlebihan.

Program insentif untuk digitalisasi dapat membantu UMKM dalam meningkatkan kapasitas
administrasi perpajakan mereka. Insentif ini dapat berupa subsidi untuk pembelian software
akuntansi, pelatihan gratis, atau bahkan tax credit untuk investasi dalam teknologi informasi.

Kusumawardani & Ratnasari (2022) dalam penelitian mereka mengenai dampak
perubahan tarif PPN terhadap UMKM menyarankan pentingnya pendekatan yang holistik dalam
melindungi sektor UMKM, tidak hanya melalui insentif fiskal tetapi juga melalui program
pengembangan kapasitas dan akses pembiayaan.

4.4.5 Penguatan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko

Efektivitas implementasi kenaikan PPN sangat bergantung pada kualitas sistem
pengawasan dan penegakan hukum. Sistem pengawasan berbasis risiko perlu dikembangkan dan
diimplementasikan secara konsisten untuk memastikan kepatuhan yang optimal tanpa
menimbulkan beban yang berlebihan bagi wajib pajak yang patuh.

Implementasi sistem pengawasan berbasis data pihak ketiga dapat meningkatkan
efektivitas deteksi potensi ketidakpatuhan. Data dari bank, lembaga keuangan, dan platform
digitaldapat digunakan untuk melakukan cross-checking terhadap pelaporan pajak wajib pajak.

Audit selektif berdasarkan analisis risiko dapat meningkatkan efisiensi penggunaan
sumber daya pengawasan. Dengan fokus pada wajib pajak yang memiliki risiko tinggi,
administrasi pajak dapat mencapai tingkat kepatuhan yang lebih baik dengan biaya yang relatif
lebih rendah.

Pendekatan persuasif dan edukatif dalam pengawasan juga perlu dikembangkan. Tidak
semua ketidakpatuhan disebabkan oleh itikad buruk; sebagian besar mungkin disebabkan oleh
ketidakpahaman atau ketidakmampuan. Pendekatan yang lebih supportive dapat membantu
meningkatkan kepatuhan jangka panjang.
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Program amnesti atau voluntary disclosure untuk mendorong wajib pajak yang belum
patuh untuk memperbaiki posisi perpajakan mereka juga dapat dipertimbangkan. Program ini
dapat membantu meningkatkan basis pajak tanpa harus melalui proses penegakan hukum yang
mahaldan memakan waktu.

4.4.6 Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Implementasi kebijakan kenaikan PPN perlu disertai dengan sistem monitoring dan
evaluasi yang komprehensif untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan tercapai dan dampak
negatif dapat diminimalkan. Sistem ini perlu mencakup berbagai indikator, baik dari segi
penerimaan pajak maupun dampak ekonomimakro.

Monitoring penerimaan pajak perlu dilakukan secara real-time dengan breakdown
berdasarkan sektor, wilayah, dan skala usaha. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi area-
area yang memerlukan perhatian khusus atau penyesuaian kebijakan.

Evaluasi dampak ekonomi makro perlu dilakukan secara berkala dengan menggunakan
berbagai indikator seperti tingkat inflasi, pertumbuhan konsumsi, dan kondisi sektor UMKM.
Evaluasi ini dapat membantu pemerintah dalam mengambil langkah-langkah penyesuaian jika
diperlukan.

Feedback mechanism dari berbagai stakeholder juga perlu dikembangkan untuk
mendapatkan input mengenai implementasi kebijakan di lapangan. Hal ini dapat dilakukan
melalui survei berkala, focus group discussion, atau platform digital yang memungkinkan
stakeholder untuk memberikan masukan secara real-time.

4.5 Pembelajaran dari Pengalaman Internasional
4.5.1 Studi Kasus Negara-Negara ASEAN

Beberapa negara ASEAN telah mengalami proses kenaikan tarif PPN atau pajak konsumsi
serupa. Pengalaman negara-negara tersebut dapat memberikan pembelajaran berharga bagi
Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan kenaikan PPN.

Thailand mengimplementasikan kenaikan VAT dari 7% menjadi 10% pada tahun 1999
sebagai bagian dari program reformasi fiskal pasca krisis ekonomi Asia. Pengalaman Thailand
menunjukkan pentingnya timing implementasi dan komunikasi publik yang efektif untuk
meminimalkan resistensi sosial.

Malaysia memiliki pengalaman unik dengan implementasi GST (Goods and Services Tax)
yang kemudian dihapuskan dan digantikan kembali dengan SST (Sales and Service Tax).
Pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa faktor politik dan penerimaan publik sangat penting
dalam keberlanjutan kebijakan perpajakan.

Singapura memiliki sistem GST yang relatif stabil dengan tarif yang meningkat secara
bertahap dari waktu ke waktu. Keberhasilan Singapura dalam mengimplementasikansistem GST
dapat dikaitkan dengan efektivitas administrasi pajak dan tingkat compliance yang tinggi.
4.5.2 Pembelajaran dari Negara-Negara Berkembang

Negara-negara berkembang lainnya juga memberikan pembelajaran penting mengenai
implementasi kebijakan kenaikan pajak konsumsi. Brazil, misalnya, memiliki sistem pajak
konsumsi yang kompleks dengan berbagai tarif untuk berbagai jenis barang dan jasa.

India mengimplementasikan GST pada tahun 2017 sebagai bagian dari reformasi
perpajakan yang komprehensif. Pengalaman India menunjukkan pentingnya persiapan
infrastruktur  teknologi informasi dan pelatihan sumber daya manusia dalam
mengimplementasikan sistem perpajakan yang baru.

Afrika Selatan memiliki pengalaman dalam mengimplementasikan VAT dengan berbagai
tarif khusus untuk produk-produk tertentu. Pengalaman Afrika Selatan menunjukkan bahwa
desain tarif yang differensial dapat membantu mengurangi dampak regresif dari pajak
konsumsi.
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5. Implikasi Jangka Panjang dan Sustainabilitas Kebijakan
5.1 Dampak Jangka Panjang terhadap Struktur Ekonomi

Implementasi kenaikan PPN 12% tidak hanya memiliki dampak jangka pendek, tetapi juga
dapat mempengaruhi struktur ekonomilndonesia dalam jangka panjang. Perubahan dalam pola
konsumsi, investasi, dan alokasi sumber daya dapat terjadi sebagai respons terhadap perubahan
struktur harga relatif akibat kenaikan PPN.

Dalam jangka panjang, kenaikan PPN dapat mendorong pergeseran konsumsi dari barang
dan jasayang dikenakan PPN menuju barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN atau memiliki
tarif yang lebih rendah. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan berbagai sektor ekonomi
dan pola spesialisasi ekonomi Indonesia.

Dampak terhadap investasi juga perlu diperhatikan. Jika kenaikan PPN menyebabkan
penurunan profitabilitas di sektor-sektor tertentu, halini dapat mempengaruhi alokasi investasi
dan perkembangan kapasitas produksi. Dalam jangka panjang, halini dapat mempengaruhi daya
saing dan pertumbuhan ekonomilndonesia.

5.2 Sustainabilitas Fiskal dan Optimalisasi Penerimaan

Sustainabilitas fiskal dari kebijakan kenaikan PPN perlu dievaluasi tidak hanya dari segi
peningkatan penerimaan jangka pendek, tetapi juga dari segi kemampuan untuk
mempertahankan penerimaan tersebut dalam jangka panjang tanpa mengorbankan
pertumbuhan ekonomi.

Optimalisasi penerimaan memerlukan pendekatan yang holistik, tidak hanya fokus pada
peningkatan tarif tetapi juga pada perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan efisiensi
administrasi. Hal ini memerlukan investasi yang berkelanjutan dalam infrastruktur perpajakan
dan pengembangan sumber daya manusia.

Koordinasiantara kebijakan fiskal dan moneter juga menjadi penting untuk memastikan
bahwa kebijakan kenaikan PPN tidak menimbulkan distorsi yang berlebihan dalam
perekonomian. Halini memerlukan komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Kementerian
Keuangan dan Bank Indonesia.

5.3 Adaptasi Terhadap Perubahan Ekonomi Global

Implementasi kenaikan PPN juga perlu mempertimbangkan konteks ekonomi globalyang
terus berubah. Trend seperti digitalisasi ekonomi, e-commerce, dan ekonomi berbagi
menimbulkan tantangan baru dalam administrasi perpajakanyang perlu diantisipasi.

Perkembangan teknologi blockchain dan cryptocurrency juga dapat mempengaruhi cara
transaksi ekonomi dilakukan dan diawasi. Sistem perpajakan perlu diadaptasi untuk dapat
mengakomodasi perkembangan teknologiini tanpa menghambat inovasi.

Perubahan dalam pola perdagangan internasional, termasuk trend reshoring dan
nearshoring, juga dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan perpajakan. Sistem perpajakan
perlu fleksibel untuk dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahantersebut.

6. Kesimpulan

Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% merupakan langkah strategis pemerintah
Indonesia dalam memperkuat posisi fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
Kebijakan ini memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan negara secara signifikan,
dengan estimasi tambahan penerimaan sekitar Rp60-70 triliun per tahun.

Namun, implementasi kebijakan ini juga menimbulkan berbagai tantangan dan dampak
yang perlu dikelola dengan hati-hati. Dampak regresif PPN dapat meningkatkan beban ekonomi
bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sementaradampak inflasi dapat mengurangi daya beli
riil masyarakat secara keseluruhan.

Sektor UMKM menghadapi tantangan khusus dalam menghadapi kenaikan PPN, tidak
hanya dari segi beban ekonomi tetapi juga dari segi kapasitas administrasidan kepatuhan. Hal
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ini memerlukan perhatian khusus mengingat pentingnya peran UMKM dalam perekonomian
Indonesia.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada efektivitas strategi
manajemen perpajakan yang diterapkan. Strategi ini harus mencakup berbagai aspek, mulai
dari perencanaan pajak, digitalisasi sistem, edukasi perpajakan, hingga perlindungan terhadap
sektoryang rentan.
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